
 

 

 

 

  BUPATI SUKOHARJO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR  4  TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiayaan dalam tahun anggaran 2012, maka perlu dilakukan 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012;   

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



3  

  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
32); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4570); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 150); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
179); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 187); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2011 Nomor 15); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan 

BUPATI SUKOHARJO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
semula berjumlah Rp.1.105.747.523.000,00 bertambah sejumlah 
Rp.173.801.135.602,00 sehingga menjadi 
Rp.1.279.548.658.602,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Pendapatan   

a. Semula Rp. 1.086.794.455.000,00 
b.  Bertambah/(berkurang) Rp.     85.018.632.000,00 

Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan Rp. 1.171.813.087.000,00 

 

2. Belanja   

a. Semula Rp. 1.105.747.523.000,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 173.801.135.602,00 

Jumlah Belanja setelah 
Perubahan Rp. 1.279.548.658.602,00 

 
Surplus/(Defisit) setelah 
Perubahan (Rp. 107.735.571.602,00) 
 

3.  Pembiayaan  

a.  Penerimaan       

1) Semula Rp. 28.655.421.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 92.483.503.602,00 

Jumlah Penerimaan 
setelah Perubahan   Rp. 121.138.924.602,00 

 

b. Pengeluaran      

1) Semula Rp. 9.702.353.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 3.701.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran 
setelah Perubahan Rp. 13.403.353.000,00 

 
Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah Perubahan Rp. 107.735.571.602,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah Perubahan Rp.  0,00 

 
 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah  sejumlah 

1) Semula Rp.  124.642.660.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 17.026.782.000,00 

Jumlah pendapatan asli 
daerah setelah perubahan Rp. 141.669.442.000,00 

 
b. Dana Perimbangan sejumlah 

1) Semula Rp.  753.724.168.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 8.658.826.000,00 

Jumlah dana perimbangan 
setelah perubahan Rp. 762.382.994.000,00 

(-) 

(-) 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah  

1) Semula Rp.  208.427.627.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 59.333.024.000,00 

Jumlah lain-lain 
pendapatan daerah yang 
sah setelah perubahan Rp. 267.760.651.000,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah  

1) Semula Rp. 64.197.700.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 6.889.341.000,00 

Jumlah Pajak Daerah 
Setelah Perubahan Rp. 71.087.041.000,00 
 
 

b. Retribusi Daerah  
1) Semula Rp.  22.246.022.000,00 
2) Bertambah / (berkurang)  (Rp. 1.027.533.000,00) 

Jumlah Retribusi Daerah 
Setelah Perubahan Rp. 21.218.489.000,00 

 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                  

1) Semula Rp. 4.657.757.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 3.127.475.000,00 

Jumlah Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan Setelah 
Perubahan  Rp. 7.785.232.000,00 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                              

1) Semula Rp.  33.541.181.000,00 
2) Bertambah / (berkurang)   Rp. 8.037.499.000,00 

Jumlah Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah 
yang sah Setelah 
Perubahan Rp. 41.578.680.000,00 

 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf 

b terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                         

1) Semula Rp. 25.872.849.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 8.658.826.000,00 

Jumlah dana bagi hasil 
setelah perubahan  Rp. 34.531.675.000,00 

 
b. Dana Alokasi Umum  

1) Semula Rp. 680.235.009.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Dana Alokasi 
Umum Setelah Perubahan  Rp. 680.235.009.000,00 
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c. Dana Alokasi Khusus  
1) Semula Rp. 47.616.310.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Dana Alokasi 
Khusus Setelah Perubahan Rp. 47.616.310.000,00 

 
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Hibah  

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 660.090.000,00 

Jumlah Pendapatan Hibah 
Setelah Perubahan  Rp. 3.160.090.000,00 

 
b. Dana Darurat  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Dana Darurat  
Setelah Perubahan Rp. 0,00 

 
c. Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari 

Provinsi dan Pemerintah Lainnya 
1) Semula Rp.  34.920.046.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 26.103.559.000,00 

Jumlah Dana Bagi hasil 
Pajak, Retribusi dan Bagi 
Hasil Lainnya dari Provinsi 
dan Pemerintah Lainnya 
Setelah Perubahan Rp. 61.023.605.000,00 

 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1) Semula Rp. 88.956.336.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 32.569.375.000,00 

Jumlah Dana Penyesuaian 
dan Otonomi Khusus 
Setelah Perubahan Rp. 121.525.711.000,00 

 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah lainnya   
1) Semula Rp.  82.051.245.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Bantuan 
Keuangan dari Provinsi 
atau dari Pemerintah 
Daerah lainnya Setelah 
Perubahan Rp. 82.051.245.000,00 

 
 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari: 
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a. Belanja Tidak Langsung  
1) Semula Rp. 727.661.915.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 73.904.399.602,00 

Jumlah Belanja Tidak 
Langsung Setelah 
Perubahan Rp. 801.566.314.602,00 

 
b. Belanja Langsung  

1) Semula Rp.  378.085.608.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 99.896.736.000,00 

Jumlah Belanja Langsung 
Setelah Perubahan  Rp. 477.982.344.000,00 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai  

1) Semula Rp. 640.167.682.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 63.156.591.000,00 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perubahan Rp. 703.324.273.000,00 

 
b. Belanja Bunga  

1) Semula Rp.  47.004.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bunga 
Setelah Perubahan Rp. 47.004.000,00      

 
c. Belanja Subsidi  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Subsidi 
Setelah Perubahan Rp. 0,00 

 
d. Belanja Hibah  

1) Semula Rp. 39.124.977.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 10.659.375.000,00 

Jumlah Belanja Hibah 
Setelah Perubahan Rp. 49.784.352.000,00 

 
e. Belanja Bantuan Sosial  

1) Semula Rp. 2.663.500.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 4.901.632.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan 
Sosial Setelah Perubahan  Rp. 7.565.132.000,00 

 
f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil  
kepada Pemerintah Desa 
Setelah Perubahan Rp. 0,00 
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g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 
1) Semula Rp. 33.553.247.000,00 
2) Bertambah / (berkurang)       Rp. 6.433.180.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Pemerintah Desa Setelah 
Perubahan   Rp. 39.986.427.000,00 

 
h. Belanja Tidak Terduga  

1) Semula Rp. 12.105.505.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) (Rp. 11.246.378.398,00) 

Jumlah Belanja Tidak 
Terduga Setelah 
Perubahan  Rp. 859.126.602,00 

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai  

1) Semula Rp. 59.400.968.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 4.891.853.000,00 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perubahan Rp. 64.292.821.000,00 
 

b. Belanja Barang dan jasa  
1) Semula Rp. 125.531.067.000,00 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 18.452.208.000,00 

Jumlah Belanja Barang 
dan jasa Setelah 
Perubahan          Rp. 143.983.275.000,00 

 
c. Belanja Modal  

1) Semula Rp. 193.153.573.000,00 
2) Bertambah / (berkurang)  Rp. 76.552.675.000,00 

Jumlah Belanja Modal 
Setelah Perubahan Rp. 269.706.248.000,00 

 
 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari: 
a. Penerimaan  

1) Semula Rp. 28.655.421.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 92.483.503.602,00 

Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan Rp. 121.138.924.602,00  

 
b. Pengeluaran  

1) Semula Rp. 9.702.353.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.701.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran 
Setelah Perubahan  Rp. 13.403.353.000,00 
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pembiayaan: 
a. SiLPA Tahun Anggaran  

1) Semula Rp. 28.655.421.000,00                
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 92.483.503.602,00 

Jumlah SiLPA Tahun 
Anggaran sebelumnya 
Setelah Perubahan Rp. 121.138.924.602,00 

 
b. Pencairan Dana Cadangan  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pencairan Dana 
Cadangan Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Hasil Penjualan 
Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

 
d. Penerimaan pinjaman daerah  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan 
pinjaman daerah Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan 
Kembali Pemberian 
Pinjaman Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

 
f. Penerimaan Piutang daerah  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  

Jumlah Penerimaan 
Piutang  daerah Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan dana cadangan  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 0,00 

Jumlah Pembentukan 
dana cadangan Setelah 
Perubahan  Rp. 0,00 
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b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                           

1) Semula Rp. 7.314.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.701.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemerintah 
Daerah Setelah Perubahan Rp. 11.015.000.000,00 

 
c. Pembayaran pokok utang  

1) Semula                            Rp. 2.388.353.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 0,00 

Jumlah Pembayaran pokok 
utang Setelah Perubahan  Rp. 2.388.353.000,00 

 
d. Pemberian pinjaman daerah  

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pemberian 
pinjaman daerah Setelah 
Perubahan Rp. 0,00 

 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri atas: 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan  Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program 
dan Kegiatan; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan 
dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII  Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
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Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, 
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 
dan  

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 
Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 

 Ditetapkan di Sukoharjo 

 pada tanggal  15 Agustus 2012  

                        
BUPATI SUKOHARJO, 

            

             ttd 

                            
WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  15 Agustus 2012 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                         ttd 

 
          AGUS SANTOSA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2012 NOMOR 9 
 


